
hukum bagi konsumen ialah perlindungan hukum baik yang bersifat preventif (memaksa)

maupun represif (mencegah), serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis pelaku

usaha bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang

ada dalam UUPK.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan yang dilakukan dalam

penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk perlindungan

hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik secara umum telah diatur didalam

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) namun undang-undang tersebut belum

cukup melindungi kepentingan konsumen yang melakukan kegiatan transaksi

elektronik dengan mengggunakan jaringan publik yang tidak terbatas oleh jarak dan

waktu, semua orang dengan bebas dapat melakukan transaksi elektronik yang

melampaui batas-batas Negara. Hal tersebut oleh karena kedua ketentuan tersebut

belum mengatur tentang negara mana yang berlaku dalam hal sengketa yang timbul

dalam transaksi elektronik tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar dilakukan sebagai

berikut:

 

 



1. Para pihak baik pihak pelaku usaha maupun konsumen, sebelum melakukan transaksi

elektronik diharapkan untuk benar-benar memahami prosedur jual beli yang belaku,

sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik, sebaiknya lebih mengedepankan

pelaksanaan itikad baik didalam pemenuhan perjanjian, baik dalam hal keterbukaan

informasi maupun dalam hal pengiriman dan pembayaran barang yang dipesan. Dengan

demikian diharapkan tidak terjadi lagi permasalahan yang dialami oleh para pihak yang

bersepakat.

3. Pemerintah diharapkan memberikan pengaturan secara khusus untuk mewujudkan

perlindungan hukum bagi konsumen dalam tranksaksi e-commerce, yang melindungi

hak-hak konsumen yang diakui secara nasional dan internasional dapat melindungi

konsumen.
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